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L E M B A R A N     D A E R A H 
KABUPATEN  HULU  SUNGAI  SELATAN 

TAHUN  2004   NOMOR 7   SERI  E  NO. SERI  3 
 

 
 

P E R A T U R A N   D A E R A H 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

 
NOMOR      4    TAHUN  2004 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  

HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN  HULU  SUNGAI  SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penjelasan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berpedoman pada surat 
Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ perihal pedoman tentang Kedudukan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu melakukan perubahan 
dan penyempurnaan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

  
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 93); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4021); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39 
Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 61 Seri E  Nomor Seri 5); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28 Seri E Nomor 
Seri 6). 

 
 

Dengan  persetujuan 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 
 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 
SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. 

 
 
 
 
 
 
 


